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Menimbang

Mengingat

bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu
area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk
mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat
fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, maka perlu
menetapkan proses bisnis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);
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10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
Tahun 2010-2025;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pedoman Penataan Ketatalaksanaan (Business
Process);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021- 2026
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;
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Menetapkan
KESATU
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11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2024
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir
Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu ini.

Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib
dilaksanakan dalam rangka memberikan dasar yang kuat
bagi penyusunan Standar Operasional Prosedur yang lebih

sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel.
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KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 4 Maret 2025

KEPALA DINAS ,

Ir. NUZIRWAN.,N.M.T
Pembeina Utama Muda ( IV.c)
NIP. 19670826 199803 1 001
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